
MENTER! KEUANG.AN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 117/PMK.Oll/2014 

TENTANG 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 

Menimbang 

Mengingat 

Men etapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa.sal 3 ayat (4) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor 
Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau 
Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing 
lndustri Sektor Ter tentu Untuk Tahun Anggaran 2014, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan 
Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/ Atau Produksi 
Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2014; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.011 j:20 14 
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor 
Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/ A tau 
Jasa Guna Kepen"Lingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing 
lndustri Sektor Terten-cu Untuk Tahun Anggaran 2014; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANO BEA MASUK 
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN 
BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ ATAU 
PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang terrnasuk dalam 
industri dengan kegiatan utama rnembuat kemasan infus 
danjatau produksi obat infus. 

2 . Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Kemasan 
Infus Dan/ Atau Produksi Obat Infus yang selanjutnya 
disebut Barang dan Bahan adalah barang dan/ atau 
bahan baku untuk diolah, guna pembuatan kemasan 
infus dan/ atau produksi obat infus oleh Perusahaan. 
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Pasal 2 

(1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor 
Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak 
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas 
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. 

(3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bukan merupakan: 

a . Barang dan Bahan yang dikenakan pem be ban an be a 
masuk sebesar 0% (nol persen); · 

b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea 
masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan 
perjanjian atau kesepakatan internasional; 

c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti 
Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea 
Masuk Tindakan PengamananjBea Masuk Tindakan 
Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau 
Bea Masuk Tindakan Pembalasan; 

d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk clitimbun di 
Tempat Penimbunan Berikat; atau 

e. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk Perusahaan 
yang . mendapat fasilitas pembebasan atau 
pen gem bali an be a masuk atas im por Barang dan 
Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada 
barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 

(4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran 
paling tinggi sebesar Rp14.144.810.000,00 (empat belas 
miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus 
sepuluh ribu rupiah). 

(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara menetapkan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak 
ditanggung pemerintah. 

(6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
d engan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (5). 
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Pasal 3 

(1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor 
Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada 
. ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai 

berikut: 

a . nomor dan tanggal Rencana Impor Barang; 

b . nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Tahun Anggaran 2014; 

c. nama Perusahaan; 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. alamat; 

f. kantor pabean tempat pemasukan barang; 

g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang; 

h. pos tarif (HS); 

1. jumlah/ satuan barang; 

J. perkiraan harga impor; 

k. negara asal; 

1. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; 
dan 

m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan. 

Pasal4 

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
permohonan diterima secara lengkap . 

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian 
terhadap pemenuhan ketentuan: 

a. tidak pemah melakukan kesalahan dalam 
memberitahukan jumlah danjatau jenis barang pada 
Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah selama 1 (satu) tahun 
terakhir; dan 

b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak 
dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo 
pembayaran. 
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(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa persetujuan sebagian atau persetujuan 
seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum 
dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada 
permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 

· (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri 
Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor 
Barang dan Bahan guna pembuatan kemasan infus 
dan/ atau. produksi obat infus oleh industri pembuatan 
pembuatan kemasan infus dan/ atau produksi obat infus. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat 
pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

Pasal 5 

(1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea 
dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK 
DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN 
MENTER! KEUANGAN NOMOR /PMK.011 /2014" 
pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor. 

(2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan 
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai 
belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama. 

Pasal6 

( 1) Dalam h al terdapat perbedaan an tara Barang dan Bahan 
yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan 
yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), 
Perusahaan dapat mengajukan permoh on an untuk 
m elakukan perubah an terhadap Keputusan Menteri 
Keuangan tersebut. 

(2) Permohonan untuk m elakukan perubahan terhadap 
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) , diajukan kepada Direktur J enderal Be a 
dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang 
Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
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Pasal 7 

(1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap 
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Direktur J enderal Be a dan Cukai 
memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
permohonan diterima secara lengkap. 

(2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan 
perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya. 

(3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan 
terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa.sal 6 disetujui sebagian atau 
seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama 
Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4) . 

(4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan 
terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan 
surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan 
dengan menyebutkan alasan penolakan. 

Pasal 8 

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk 
Ditanggung · Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah. 

Pasal9 

( 1) Terhadap Barang dan Bahan·. yang memperoleh Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh 
Perusaha.an yang bersangkutan guna pembuatan 
kemasan infus danjatau produksi obat infus dan tidak 
dapat clipindahtangankan kepada pihak la in . 

(2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perusa.haan wajib membayar bea masuk 
yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 . 
(dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor 
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1). 
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Pasal 10 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan sampai clengan tanggal 31 Desember 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
p'enempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pacta· tangg~ 16 Juni 2014 

Ditetapkan di Jakarta 
padatangg~ 16 J u ni 2014 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 

Salina.n sesua.i dengan. aslinya 
KEPALA BJRCl;B·1\5rn ro_ 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 117/PMK.011/2014 
TENTANG 
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS I MPOR 
BARANG DAN BAHAN GU NA PEMBUATAN KEMASAN INFUS 
DAN/ ATAU PRODUKSI OBAT INFUS VNTUK TAHUN 
ANGGARAN 2014 

DAFTAR BARANG DAN BAHAN 
PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 

YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 

TERMASUK 

URAIAN SPESIFIKASI DALAM 
POS TARIF 

L-Lysine base hydrate CAS No . 39665-12-8, 2922.41.00 .00 

(L-Lysine H20) pharmaceutical grade, ada 
spesifikasi endotoksin 
un tuk bahan baku infus 

L-Lysine mono malate CAS No. 71555- 10-7, 2922.41.00.00 
(L-Lysine L-Malate) pharmaceutical grade, ada 

spesifikasi endotoksin 
untuk bahan baku infus 

£-Asparagine hydrate CAS No. 5794- 13-8, 2922.49.90.00 
(£-Asparagine H20) pharmaceutical grade, ada 

spesifikasi endotoksin 
untuk bahan baku infus 

LDPE pharmaceutical grade polietilena dengan berat 3901.10.99 .10 
Jems kurang dari 0,94 
berbentuk butiran, jenis 
LDPE 3020 D, LDPE 3220 
D dan LDPE 3420 F 

Multilayer plastic film lembaran plastik dari 3920.10.00.00 
polimer etilena untuk 
kemasan infus 

Flexy bag ka n tong plastik dari 3923.29.90.00 
polypropylene untuk 
kemasan infus 

Injection port penutup flexy bag dan 3926.90.39 .00 
sebagai jalan untuk 
memasukkan obat, bahan 
dominan terbuat dari 
plastik 
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8. Glass bottle type II 
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SPESIFIKASI 

botol untuk cairan infus 
botol gelas tipe II (treated 
soda lime glass), clear, 
ukuran 100 ml dan 500 ml 

TERMASUK 
DALAM 

POS TARIF 

7010.90.40.00 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MUHAMAD CHATIB BASRI 
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